PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp. (0281) 625893 Fax. (0281) 635327

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 042/ ITAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.
KEDUA . Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah
dipahami;
b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi
publik;

c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan;
d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang
dikecualikan secara jelas dan tegas;
e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional
tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.

KELIMA . Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : Januari 2021
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Lampiran : KEPUTUSAN

DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS.

NOMOR

TANGGAL

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BERENCANA,

: 042/ /2021
Januari 2021

KABUPATEN BANYUMAS
NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM KETERANGAN
1 | Kepala Pengarah
2 | Sekretaris Ketua
3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian Koordinator Bidang Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi
4 | Pelaksana Administrasi Umum. Anggota
5 | Kasubag Perencanaan. Koordinator Bidang Pengolahan Data
dan Klasifikasi Informasi

6 | 1. Kepala  Seksi  Penyuluhan  Dan | Anggota

Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan

dan Kader Keluarga Berencana.

2. Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan
Kesertaan Berkeluarga Berencana.
3. Kepala Seksi Perlindungan Anak.
1.
7 | Admin website. Staf Teknis
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp. (0281) 625893 Fax. (0281) 635327

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 042/ ITAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ini.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah

dipahami;

b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan

informasi publik;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan;

d.  memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang

dikecualikan secara jelas dan tegas;

e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat
fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi
publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
(PLID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas.

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : Januari 2021
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I. INFORMASI PUBLIK

Informasi  merupakan kebutuhan  pokok  setiap orang  bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang  baik. Keterbukaan
informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan
pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik
terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846).

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) ;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran

Negara Nomor 5038);

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , tambahan

lembaran Negara Nomor 5071)

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

9) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas.

10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart

Layanan Informasi Publik.

II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK:

1.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di PPID masih
menggunakan ruang lobby dan ruangan yang ada DPPKBP3A dengan sarana
dan prasanan antara lain meja informasi, banner alur pelayanan informasi,
situs web PPID DPPKBP3A, Pengisian SKM, ruang diskusi, telepon, fax,

formulir-formulir, lemari penyimpanan dokumen, dan komputer.

. Waktu pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam
kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui

email, faksimile atau telepon.

. Alamat pelayanan /Pemberi Informasi

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto Kode Pos 53111, Telp. (0281) 625893 Fax.
(0281) 635327



4. Penyediaan Informasi Publik
Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan
dengan menyediakannya melalui: media online /website

http:/ /dppkbp3abanyumaskab.go.id/ppid. Selain dapat mengakses

melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi
melalui : emal dppkbp3a@banyumaskab.go.id. Telepon/Fax : Telp. (0281)
625893 Fax. (0281) 635327.

5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penjelasan

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan,
sampai dengan saat ini ada pemohon yang mengajukan permintaan
informasi ke DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam  konteks PPID
Pembantu ada 3 (tiga) pemohon yaitu pemohon informasi/aduan yang
bersangkutan datang langsung ke kantor tentang PPT-PKBGA. (Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak). pemohon yang berakaitan tentang informasi PPT-PKBGA yang dengan

lokasi kantor, status dan menangani apa saja, semua sudah bisa di selesaikan.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon
informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi
persyaratan yang  telah  ditentukan dengan  waktu = penyelesaian
dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan  yang berisikan
informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak
dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat
memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada
pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax

ataupun jasa pos.

III. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu DPPKBP3A Kabupaten Banyumas tidak terjadi sengketa
informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah.


http://dppkbp3abanyumaskab.go.id/ppid
mailto:dppkbp3a@banyumaskab.go.id

IV. SUMBER DAYA MANUSIA
Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu DPPKNP3A Kabupaten
Banyumas melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sesuai struktur organisasinya termasuk
didalamnya adalah bidang pelayanan dan  dokumentasi Informasi,
bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian
sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana
dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara
sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi,
serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di DPPKBP3A

Kabupaten Banyumas.

VI. PENGHARGAAN

Dalam tahun 2021 DPPKBP3A Kabupaten Banyumas belum pernah
mendapatkan penghargaan PPID katergori Terbaik Kualifikasi B (Terbuka)
maupun kategori Kualifikasi A (Sangat Terbuka).

VI. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk
keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan

pada APBD Tahun 2021.

VII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik pada kurun waktu tahun 2020
menemukan kendala kurangnya pemahaman PPID Pelaksana terhadap

pelayanan informasi publik.

VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam penyampaian informasi terkait
dengan perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja dalam melaksanakan
penelitian baik secara langsung mupun tidak langsung. Layanan informasi
menuntut PPID melakukannya secara profesional. Oleh karena itu updating data
penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan baik oleh PPID Pelaksana
maupun PPID Utama pada portal yang telah tersedia sehingga dapat memenuhi
kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan. Layanan yang baik dan benar
dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan
standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan
mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan

informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh



peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya
suatu layanan. 17 Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan
terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki.
Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM
PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya
layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pelaksana. Diharapkan di
setiap satuan kerja memiliki corner untuk layanan informasi terhadap hasil
Litbang sehingga akan memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk
mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang
disediakan.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi
dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN
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